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I. PENDAHULUAN
Dalam Negara Hukum setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk pengelolaan Informasi Publik yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada setiap orang sehingga dapat diakses oleh siapa saja dalam rangka pemenuhan atas hak dasar setiap warga Negara. 

…suatu Negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, dimana hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan hak-hak ini penguasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andai kata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri. 

Secara konstitusional Indonesia mengakui dirinya adalah Negara hukum, yang kemudian memberikan perlindungan serta pengakuan terhadapa hak asasi bagi setia warga negaranya dalam mengembangkan pribadi atau kelompoknya serta mendapatkan informasi atas penyelenggaraan Negara atau urusan pemerintah.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 
Sudargo Gautama memberikan pengertian “Negara Hukum sebagai berikut:
  

…dimana hak asasi manusia diakui oleh Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan hak-hak ini penguasaan Negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andai kata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menentukan bahwa:

Setiap Informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintah yang transparan dan semua orang mendapatkan kepastian hukum atas informasi yang diminta, maka dibentuklah Komisi Informasi yang bertugas untuk menetapkan standar layanan Informasi Publik serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang timbul antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan atau Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri  merupakan amanah langsung dari UU KIP, untuk mengawal dan menegakkan hukum kaitannya dengan pelaksanaan UU KIP.
Dalam konteks penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi mengenal dua proses yaitu secara mediasi dan ajudikasi nonlitigasi yang selanjutnya atas setiap proses tersebut Komisi Informasi berwenang untuk menetapkan putusan yang mana putusan dalam penyelesaian secara ajudikasi nonlitigasi tersebut mempunyai kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan.
Selanjutnya bagi para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan, yaitu ke Pengadilan negeri apabila yang bersengketa adalah badan hukum non pemerintah, dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang bersengketa adalah badan publik Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ? Kedua, Bagaimana Mekanisme Eksekusi Putusan Komisi Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Adapun yang menjadi tujuannya Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu: untuk memahami secara mendalam bagaimana kekuatan eksekutorial putusan komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 
Berdasarkan pokok permasalahan dia atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu mengakji Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek yang dikaji khususnya mengenai asas-asas dan norma-norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan, masalah yang diteliti. Dengan menggunakan Metode Pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
II. PEMBAHASAN
Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Secara yuridis Komisi Informasi merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik secara mediasi dan/atau ajudikasi nonlitgasi, melakukan pemeriksaan serta berwenang mengeluarkan memutus sengketa informasi publik yang akan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU KIP Komisi Informasi dapat mengeluarkan putusan yang antara lain :

1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

Kalau dilihat dari ketentuan Pasal 46 UU KIP tersebut di atas, dapat diketahui bahwa putusan Komisi Informasi tidak memiliki daya paksa sama sekali sebagaimana halnya putusan pengadi pada umumnya. Karena putusan tersebut hanya berupa pembatalan keputusan atau mengukuhkan keputusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diinginkan oleh pemohon informasi atau tidak memberikan sama sekali. 
a) Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi  

Dalam hal timbulnya sengketa antara Pemohon Informasi dengan badan hukum pemerintah maupun non pemerintah, maka berdasak ketentuan UU KIP penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan ke Komisi Informasi. Namun sebelum perkara tersebut diajukan ke Komisi Informasi maka bagi  Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan (PPID). Hal ini sebagaiman di atur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP.

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: (a) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; (b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; (c) tidak ditanggapinya permintaan informasi; (d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (e) tidak dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (g) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menentukan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Dalam konteks penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi dan putusan yang dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara secara ajudikasi mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 23 UU KIP yang menyatakan bahwa, 
...ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Dalam pengambilan keputusan pada penyelesaian sengketa Iformasi Publik di Komisi Informasi jika ada majelis komisioner yang berbeda pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam lampiran putusana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (5) UU KIP.

Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
Secara garis besar penyelesaian sengketa di Komisi Informasi adalah melalui 2 (dua) tahap yaitu melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.  Proses ajudikasi merupakan upaya lanjutan dari mediasi jika mediasai dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses pemerikasaan secara ajudikasi ini Komisi Informasi bertindak sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

b) Pemeriksaan Sengketa Informasi  Publik di Komisi Informasi 

Pemeriksaan Sengketa Informasi  Publik di Komisi Informasi terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu : Pemeriksaan Pendahuluan, Mediasi dan/atau Ajudikasi.

1. Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan pendahuluan dimaksud dilakukan untuk menentukan beberapa hal antara lain : pertama, kewenangan komisi informasi; kedua, kedudukan hukum (legal standing) pemohon; ketiga, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 

2. Mediasi

Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi yang dilakukan atas dasar kesukarelaan di antara para pihak yang bersengketa. Namun sifat sukarela dalam penyelesaian sengketa informasi publik berbeda dengan sifat sukarela menurut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di atur dalam Undan-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa.

3. Ajudikasi nonlitigasi

Ajudikasi nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan pengadilan.
 Penyelesaian sengketa informasi publik secara ajudikasi hanya dapat di tempuh apabila sengketa tersebut sudah melalui proses mediasi oleh Komisioner Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU KIP.

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat di tempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasih secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
 

4. Putusan Komisi Informasi
Dalam kepustakaan hukum di Indonesia putusan dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu; putusan sela dan putusan akhir. Namun dalam proses pemeriksaan perkara di Komisi Informasi hanya mengenal putusan akhir, yaitu putusan Komisi Informasi.
 Bagi para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara. (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Namun dalam hal ini ada perbedaan yang sangat signivikan antara putusan Komisi Informasi dengan putusan pengadilan.  Pada putusan pengadilan jika para pihak tidak menerima putusan pengadilan maka mereka dapat mengajukan banding, sedangkan pada putusan Komisi Informasi maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan pada pengadilan Negeri atau Pengadilan TUN serta tidak mengenal lembaga banding.
c) Kekuatan Eksekutorial Putusan Komisi Informasi

Mengenai kekuatan eksekutorial Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah merupakan sesuatu hal yang terpenting untuk dijawab pada pembahasan ini, yaitu kapan putusan tersebut mempunyai daya eksekutorial. 
Selanjutnya mengenai Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan cara ajudikasi nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 23 UU KIP.  

Putusan Komisi Informasi akan mempuanyai kekuatan hukum tetap, apabila para pihak yang bersengketa tidak mengajukan gugatan atau keberatan ke pengadilan selang 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Komisi Informasi itu dibacakan atau diterima oleh para pihak. Selanjutnya Putusan Komisi Informasi akan mempunyai kekuatan eksekutorial setelah dimintakan eksekusi kepengadilan. Hal ini sebagimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Jadi putusan Komisi Informasi akan mempunyai kekuatan eksekutoria apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan dimintakan penetapan eksekusi oleh Pemohon Informasi ke pengadilan terkait atas Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan oleh pihak termohon secara suka rela.
Mekaniasme Eksekusi Putusan Komisi Informasi Yang Berkekuatan Hukum

Setiap Putusan Pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan wajib untuk dilaksanakan, dan apabila putusan tersebut mengenai perebutan hak atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, maka harus dilakukan eksekusi oleh lembaga eksekusi yang ada dalam pengadilan dan putusannya mempunyai daya paksa serta dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Komisi Informasi tidak dapat mengeksekusi sendiri putusannya, karena Komisi Informasi bukan lembaga peradilan seperti halnya pengadilan, dan secara yuridis Komisi Informasi tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi putusannya dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan terkait apabila Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Publik.

(1) Putusan Komisi Informasi yang  berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.

(2) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayahh hukum Badan Publik sebagai Termoho Enksekusi .

Permohonan atau prenetapan eksekusi  dilakukan oleh Pemohon Informasi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Selanjutnya Putusan Komisi Informasi yang telah mendapatkan penetapan eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 tahun 2011 yang menentukan bahwa:

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dimasing-masing lingkup pengadilan.

Selanjutnya permohonan eksekusi Putusan Komisi Informasi dapat dilakukan berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 13 Perma Nomor 2 tahun 2013;

Terhadap putusan Komisi Informasi yang telah diputus namun belum dilaksanakan dapat dimintakan eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Kalau dilihat dari ketentuan Perma tersebut bahwa Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap harus dimintakan eksekusi ke pengadilan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pengadilan masing-masing. Kaitan dengan hal tersebut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai lembaga eksekusi seperti yang ada di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Perdilan Pajak namun bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan PTUN secara sukarela maka oleh PTUN dapat dibebankan pembayaran uang paksa. Artinya bahwa pelaksanaan putusan Komisi Informasi tersebut di serahkan sepenuhnya kepada kesadaran penuh dari Pejabat/Bandan Publik untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Lotulung menjelaskan bahwa pada dasarnya eksekusi di PTUN menekankan pada asas self respect (menghormati diri sendiri) dan kesadaran hukum dari Pejabat TUN terhadap isi Putusan Hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya paksa yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Pengadilan terhadap Pejabat TUN yang bersangkutan.

Permohonan eksekusi terhadap putusan Komisi Iformasi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua hal yaitu :

a. Permintaan eksekusi ke pengadilan negeri apabila yang bersengketa adalah badan hukum non pemerintah. Dan dalam hal ini pengadilan negeri dapat menetapkan eksekusi ril.

b. Permohonan eksekusi ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang bersengketa adalah Badan Hukum Pemerintah. Disini PTUN dapat menetapkan pengenaan uang paksa bagi badan/pejabat publik yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Hakim Pengadilan ke Pengadilan yang lebih tinggi diatasnya.
 Dalam tataran teori dan praktek dikenal 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan kembali (PK).

Mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Informasi apabila putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta sudah dimintakan eksekusi ke pengadilan terkait namun tetap tidak dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Publik, sampai dengan hari ini belum ada aturan yang mengatur menganai hal itu, baik berdasarkan UU KIP, Perkip Nomor 1 tahun 2013, serta Perma Nomor 2 tahun 2011, artinya tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon Informasi untuk memperoleh informasi yang diinginkan jika putusan tersebut tidak mau dilaksanakan oleh Pejabat/Badan Publik yang bersangkutan dalam sengketa tersebut secara suka rela. Sehingga disini dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Informasi setelah putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta sudah dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan.

III. PENUTUP
Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa : Pertama, Putusan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik secara ajudikasi nonlitigasi akan mempunya kekuatan hukum setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut dibacakan atau diterima oleh para pihak, dan salah satu pihak tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan TUN atas putusan Komisi Informasi. Putusan Komisi Informasi akan mempunyai kekuatan eksekutorial apabila sudah dimintakan eksekusi ke Pengadilan. Kedua, Mekanisme Eksekusi Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dilakukan dengan cara dimintakan eksekusi ke pengadilan yang berwenang. Yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang bersengketa adalah Badan Publik Negara, dan ke Pengadilan Negeri apabila yang bersengketa adalah Badan Publik non pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2011. Selanjutnya penulis menyarankan  antara lain : Pertama, Agar tidak terjadi kerancuan pengaturan mengenai penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara yang berasal dari Sengketa Informasi Publik, diharapkan agar melakukan revisi terhadap UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khusnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Badan Publik Negara dengan menempatkan Komisi Informasi setara dengan lembaga banding administratif, sehingga atas Putusan Komisi Informasi jika dilanjutkan ke lembaga peradilan maka pengadilan yang berwenang memeriksa putusan Komisi Informasi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaiman diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Perlu adanya pengaturan khusus atau regulasi tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Informasi publik apabila permohonan eksekusi atas putusan komisi informasi yang berkekuatan hukum tetap ditolak oleh pengadilan.
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